
 

BUPATI EMPAT LAWANG 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA  

YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI EMPAT LAWANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat 

Lawang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Empat Lawang, perlu diatur Tata Cara 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Yang Melampaui 

Tahun Anggaran; 

b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan, serta untuk tertib penatausahaan dan 

pengelolaan keuangan daerah diperlukan pedoman untuk 

melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya terhadap 

penyelesaian pembayaran utang pada pihak ketiga yang 

menjadi tanggung jawab atau kewajiban pemerintah daerah 

untuk membayarnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Penatausahaan Belanja 

Yang Melampaui Tahun Anggaran; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Rep Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4255); 

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Benkeran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601): 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 15); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Landak Tahun 2016 Nomor 9); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
 

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN 

ANGGARAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat 

Lawang. 

3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang 

4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat 

Lawang. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah 

daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang 

juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 

RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

9. Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD, 

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Empat Lawang, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah 

dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) 

tahun. 
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11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya 

disebut Musrenbang, adalah forum antar pemangku 

kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan 

daerah. 

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala 

Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai 

tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala 

Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 

terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

13. Badan Anggaran DPRD, yang selanjutnya disebut Banggar, 

adalah kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun 

APBD. 

14. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari 

DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan organisasi 

perangkat daerah. 

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 

kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai 

kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan daerah. 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 

yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

17. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

bendahara umum daerah. 

18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi OPD yang dipimpinnya. 

19. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik daerah. 

 

 

 



-6- 
 

20. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 

Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian tugas BUD. 

21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD. 

22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya 

disingkat PPK SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD. 

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk menerima, membayarkan, menatausahakan, dan 

menyimpan, mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

24. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah 

yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab 

lainnya yang sah. 

 
BAB II 

MEKANISME PELAKSANAAN 

 
Pasal 2 

 

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan 

yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat: 

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

diselesaikan 100% pada tahun berkenaan; 

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

yang mengatur peraturan perundang-undangan mengenai 

pengadaan barang dan jasa. 

c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia 

barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) 

sesuai peraturan perundang-undangan; dan 

d. kewajiban lainnya Pemerintah Kabupaten sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil 

putusan pengadilan yang bersifat tetap. 
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Pasal 3 

 

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran 

terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun 

berkenaan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD dan untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan 

Daerah perubahan APBD; 

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan diberitahukan kepada 

pimpinan DPRD kode rekening berkenaan; dan 

c. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan 

APBD; 

b. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan; dan 

c. mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar 

pelaksanaan pembayaran. 

 

Pasal 5 
 

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali 

Pemerintah Kabupaten dan/atau penyedia barang dan jasa 

termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan 

perundang-undangan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan pada tahun. anggaran yang berkenaan 

untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi 
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bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau 

pengguna barang dan jasa. 

b. Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

c. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan 

APBD; 

d. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan; dan 

e. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

 
Pasal 6 

 

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya Pemerintah 

Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat 

tetap, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban Pemerintah 

Kabupaten sebagai dasar penganggaran dalam APBD; 

b. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk 

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan 

APBD. 

c. pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan; dan 

d. mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. 

 
Pasal 7 

 
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan 

yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih 

dahulu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 



-9- 
 

 
 
 

 
Pasal 8 

 
Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Kabupaten 

untuk menganggarkan dalam perubahan Peraturan Bupati 

tentang penjabaran APBD. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Empat Lawang. 

 

Ditetapkan di Tebing Tinggi 

pada tanggal 14 Juli 2022 

BUPATI EMPAT LAWANG, 

ttd 

H. JONCIK MUHAMMAD 

 

 

Pj. 

 

 

 

Diundangkan di Tebing Tinggi 

pada tanggal 15 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, 

ttd 

INDERA SUPAWI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 3 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum, 

ttd 

SUMARDI, S.IP.,M.M. 

NIP.196611131992031012 
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